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ABSTRAK

Saira Maharani. 2024. Perbandingan Constitutional Question di Italia
dan Jerman. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan. Pembimbing Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan mekanisme
dan akibat hukum dari pertanyaan konstitusional (Constitutional
Question) di Italia dan Jerman. Di ltalia, pengujian konstitusionalitas
dilakukan melalui sistem concrete review, di mana pengadilan biasa
dapat mengajukan pertanyaan konstitusional kepada Mahkamah
Konstitusi (Corte Costituzionale) dalam konteks kasus konkret yang
sedang ditangani. Sebaliknya, Jerman menggunakan dua bentuk
pengujian, yaitu abstract review yang dapat diajukan tanpa adanya
kasus konkret oleh lembaga negara tertentu, dan concrete review yang
diajukan oleh pengadilan biasa dalam kasus konkret kepada
Mahkamah Konstitusi Federal (Bundesverfassungsgericht).

Kajian ini menemukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi
di kedua negara bersifat erga omnes, mengikat semua pihak termasuk
lembaga pemerintah dan warga negara. Selain itu, putusan Mahkamah
Konstitusi bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum lain.
Akibat hukum dari batalnya suatu undang-undang yang dinyatakan
inkonstitusional juga serupa, yaitu undang-undang tersebut kehilangan
kekuatan hukumnya dan dianggap tidak pernah berlaku sejak awal.
Namun perbedaan signifikan terletak pada prosedur pengajuan dan
ruang lingkup legal standing. Di Italia, kedudukan hukum terbatas
pada pengadilan biasa, sedangkan di Jerman, lembaga-lembaga negara
seperti pemerintah federal, pemerintah negara bagian, dan sepertiga
anggota Parlemen Federal dapat mengajukan permohonan peninjauan
abstrak.

Kata Kunci: Pertanyaan konstitusional, Mahkamah Konstitusi,
Pengujian Konkret, Pengujian Abstrak.
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ABSTRACT

Saira Maharani. 2024. Comparison of Constitutional Questions in
Italy and Germany. Thesis of the Constitutional Law Study Program,
Faculty of Sharia, State Islamic University, K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan. Advisor Barok Pratama, S.Sy., M.H.

His study aims to compare the mechanisms and legal
consequences of Constitutional Questions in Italy and Germany. In
Italy, constitutional review is conducted through a system of concrete
review, whereby ordinary courts can submit Constitutional Questions
to the Constitutional Court (Corte Costituzionale) in the context of the
concrete case at hand. In contrast, Germany uses two forms of review,
namely abstract review, which can be submitted in the absence of a
concrete case by a particular state institution, and concrete review,
which is submitted by ordinary courts in concrete cases to the Federal
Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht).

This study found that the decisions of the Constitutional Court
in both countries are erga omnes, binding on all parties including
government institutions and citizens. In addition, the decision of the
Constitutional Court is final and no other legal remedies can be filed.
The legal effects of invalidating a law declared unconstitutional are
also similar, namely that the law loses its legal force and is considered
never to have been in force in the first place. However, significant
differences lie in the filing procedure and scope of legal standing. In
Italy, legal standing is limited to ordinary courts, whereas in
Germany, state institutions such as the federal government, state
governments, and one-third of the members of the Federal Parliament
can apply for abstract review.

Keywords: Constitutional Question, Constitutional Court, Concrete
Review, Abstract Review.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Constitutional Question adalah mekanisme atau pengujian
suatu aturan hukum yang ditetapkan oleh hakim yang sedang
mengadili suatu perkara dan dalam proses peradilan itu muncul
sebuah pertanyaan tentang konstitusionalitas ketentuan aturan
hukum yang akan digunakan dalam menilai dan mengambil
keputusan. Kemudian hakim dapat mengambil langkah-langkah
untuk memeriksa apakah peraturan tersebut sesuai dengan
konstitusi atau undang-undang dan jika diperlukan, mereka dapat
merujuk masalah ini ke Lembaga konstitusi atau otoritas yang
setara untuk peninjauan lebih lanjut. Hal ini adalah langkah
penting dalam memastikan bahwa hukum yang diterapkan dalam
suatu kasus sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional."

Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan pengadilan
biasa, pengadilan biasa memiliki kapasitas yang terbatas dalam
proses  peninjauan undang-undang dengan  mengajukan
Constitutional Question kepada Mahkamah Konstitusi sebelum
membuat keputusan dalam suatu perkara. Tujuannya adalah untuk
memastikan bahwa undang-undang yang diterapkan dalam perkara
tersebut sejalan dengan nilai-nilai konstitusi atau tidak. Hal ini

memungkinkan pengadilan biasa untuk memastikan bahwa hukum

! Muchamad Ali Syafa’at: Menggagas Constitutional Question di Indonesia,
2014.
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yang mereka terapkan sesuai dengan kerangka hukum konstitusi
yang lebih tinggi.?

Menurut pasal 127 konstitusi italia, dijelaskan bahwa “if the
Government deems that a regional law exceeds the competence of
the Region, it may raise the question of its constitutional
legitimacy before the Constitutional Court within sixty days of its
publication. When a Region deems that a law or a measure having
the force of law, emanating from the State or another Region,
infringes upon its sphere of competence, it may raise the question
of its constitutional legitimacy before the Constitutional Court
within sixty days of publication of the law or measure having the
force of law”.® Hal tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan
kewenangan Mahkamah Konstitusi Italia, apabila pemerintah
menganggap suatu peraturan daerah melebihi batas kompetensi
daerah, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan legitimasi
konstitusionalnya di hadapan konstitusi pengadilan dalam waktu
enam puluh hari setelah diterbitkan. Kemudian apabila suatu
daerah menganggap mempunyai suatu undang-undang atau suatu
tindakan kekuatan hukum yang berasal dari suatu negara atau
daerah lain yang melanggar lingkup kewenangannya, maka dapat
mengajukan  pertanyaan tentang legitimasi  konstitusional
sebelumnya kepada mahkamah konstitusi dalam waktu enam
puluh hari setelah publikasi hukum atau tindakan yang

mempunyai kekuatan hukum.

2 -
Ibid.
% Art 127 costituzione della repubblica italiana



3

Praktik di Italia, yang mendorong pengajuan perkara ke
Mahkamah Konstitusi mengenai Constitutional Question adalah
contoh dari cara sistem hukum dapat bekerja untuk melindungi
hak konstitusinal warga negara. Ini adalah pendekatan yang efektif
untuk mencegah pelanggaran hak konstitusinoal yang mungkin
terjadi akibat penerapan undang-undang di pengadilan. Praktik
semacam ini membantu memastikan bahwa undang-undang yang
diterapkan tetap selaras dengan nilai konstitusi dan hak-hak
individu. Sistem peradilan Italia memiliki akar sejarah yang
panjang, termasuk pengaruh hukum Romawi dan hukum
Napoleon yang telah membentuk kerangka hukumnya, selain itu,
peran Mahkamah Agung Kasasi dalam mengadili kasus-kasus
banding pidana dan perdata juga sangat penting dalam sistem
peradilan Italia. Prinsip-prinsip konstitusionalisme juga memaikan
peran yang sama pentingnya dalam memastikan bahwa undang-
undang dan peraturan di Italia sesuai dengan konstitusi.*

Berdasarkan pada pasal 93 dan pasal 100 konstitusi federal
Jerman (GG), Mahkamah Konstitusi Jerman  memiliki
kewenangan yang sangat luas, mencakup semua masalah
kewenangan terhadap semua proses peradilan terhadap konstitusi.
Pasal 93 ayat (1) GG menyatakan:

The Federal Constitutional Court decides:

1. on the interpretation of this Basic Law in the event of disputes

about the scope of the rights and obligations of a supreme

* Ernest Baker, Reflection on Government, Oxford, Oxford University Press,
1958, him. 30-31.
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federal body or other parties who are endowed with their own

rights by this Basic Law or in the rules of procedure of a

supreme federal body;

in the event of disagreements or doubts about the formal and

factual compatibility of federal law or state law with this

Basic Law or the compatibility of state law with other federal

laws, at the request of the federal government, a state

government or a quarter of the members of the Bundestag;

2a. in the event of disagreements as to whether a law meets
the requirements of Article 72 paragraph 2, at the request
of the Federal Council, a state government or the
parliament of a state;

in the event of disagreements about the rights and obligations

of the federal and state governments, in particular in the

implementation of federal law by the states and in the exercise

of federal supervision;

in other public law disputes between the federal government

and the states, between different states or within a state,

unless another legal recourse is available;

4a. on constitutional complaints that can be made by anyone
alleging that one of their fundamental rights or one of
their rights contained in Articles 20 paragraphs 4, 33, 38,
101, 103 and 104 has been violated by public authority;

4b. on constitutional complaints by municipalities and
associations of municipalities due to a law violating the

right to self-government in accordance with Article 28,



5.

5

but in the case of state laws only if a complaint cannot be
lodged with the state constitutional court;

4c. about complaints from associations against their non-
recognition as a party for the Bundestag election;

in the other cases provided for in this Basic Law.’

Sementara itu, ketentuan GG yang secara langsung

memberikan kewenangan kepada MK Jerman untuk memutus

perkara Constitutional Question adalah pada pasal 100 GG yang

berbunyi:

1.

If a court considers a law, the validity of which is important in
the decision, to be unconstitutional, the proceedings shall be
suspended and, if it involves a violation of the constitution of
a state, the decision of the court of the state responsible for
constitutional disputes shall be made, if there is a violation of
this Basic Law, to obtain the decision of the Federal
Constitutional Court. This also applies if this Basic Law is
violated by state law or if a state law is incompatible with a
federal law.

If in a legal dispute it is doubtful whether a rule of
international law is part of federal law and whether it directly
creates rights and obligations for the individual (Article 25),
the court must obtain the decision of the Federal

Constitutional Court.

® Art 93 (2) (GG)
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3. If the constitutional court of a state wishes to deviate from a
decision of the Federal Constitutional Court or the
constitutional court of another state when interpreting the
Basic Law, the constitutional court must obtain the decision
of the Federal Constitutional Court.®

Kewenangan MK Jerman dalam memutuskan perkara

Constitutional Question ditegaskan dalam Pasal 13 BverfGG

angka 11,12 dan 13. Pasal 13 tersebut menyatakan: “about

constitutional disputes within a state, if this decision is assigned to
the Federal Constitutional Court by state law (Article 99 of the

Basic Law)” Pada Pasal 13 angka 11 “on the compatibility of a

federal law or a state law with the Basic Law or the compatibility

of a state law or other state law with a federal law at the request

of a court (Article 100 Para. 1 of the Basic Law ” Pada Pasal 13

angka 1la “on the compatibility of a resolution of the German

Bundestag to set up an investigative committee with the Basic Law

upon submission in accordance with Section 36 Paragraph 2 of

the Investigative Committee Act ” Pada Pasal 13 angka 12 “in case
of doubts as to whether a rule of international law is part of
federal law and whether it directly creates rights and obligations

for the individual, at the request of the court (Article 100

Paragraph 2 of the Basic Law ” Kemudian Pada Pasal 13 angka 13

yang berbunyi “if the constitutional court of a country wishes to

deviate from a decision of the Federal Constitutional Court or the

® Art 100 (GG)
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constitutional court of another country when interpreting the
Basic Law, at the request of this constitutional court (Article 100
Para. 3 of the Basic Law”.’

Berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat 1, pasal 100 GG dan
pasal 13 angka 11,12 dan 13 BVerGG diatas, dapat digarisbawahi
bahwa persoalan Constitutional Question muncul jika suatu
pengadilan menganggap bahwa suatu undang-undang tidak
konstitusional baik dengan konstitusi Negara bagian (Land)
maupun dengan Kkonstitusi Federal (GG), padahal putusan
pengadilan itu bergantung atau berdasarkan kepada undang-
undang tersebut. Kemudian suatu pengadilan mengganggap bahwa
suatu undang-undang Negara Bagian tidak sesuai dengan suatu
undang-undang Federal. Dalam suatu pengadilan, selama
berlangsungnya persidangan dalam suatu kasus, kemudian merasa
meragukan apakah suatu ketentuan hukum merupakan bagian dari
undang-undang federal dan apakah ketentuan hukum itu secara
langsung akan melahirkan hak dan kewajiban pada setiap individu.
Pihak yang mempunyai standing (persona standi in judicio) untuk
mengajukan perkara Constitutional Question adalah pengadilan
biasa (regular courts) dan Mahkamah Konstitusi Negara Bagian.
Kemudian pihak yang berwenang memutus perkara Constitutional
Question adalah pengadilan Negara Bagian yang memiliki
kewenangan untuk memutus sengketa konstitusional dan

Mahkamah Konstitusi Jeman. Seluruh kewenangan yang diberikan

7 Art 13 (11,12,13) BVerGG
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kepada MK Jerman, baik oleh GG maupun BVerGG adalah untuk
menjamin bahwa semua pihak, teritama pelaksana kekuasaan
negara, benar-benar patuh terhadap konstitusi (GG) dan benar
melaksanakan ketentuan konstitusi itu dalam praktiknya. ®

Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan
perbandingan konsep Constitutional Question antara negara
jerman dan italia. Sehingga nanti ditemukan persamaan dan
perbedaan antara kedua negara untuk memberikan wawasan
mengenai sistem pengujian dan dampak hukum dari penerapan
Constitutional Question. Oleh karena itu, peneliti akan memilih
topik yang akan diteliti dengan judul skripsi “PERBANDINGAN
CONSTITUTIONAL QUESTION DI JERMAN DAN ITALIA”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Perbandingan Constitutional Question di Negara
Italia dan Jerman?
2. Bagaimana Akibat Hukum Constitutional Question di Negara

Italia dan Jerman?

C. Tujuan Penelitian
1. Menganalisis Perbandingan dari Constitutional Question di
Negara Italia dan Jerman
2. Mengidentifikasi dan  Memahami  Akibat  Hukum

Constitutional Question di Negara Italia dan Jerman.

® Helmut Steinberger, “Constitutional Jurisdiction In The Federal Republic Of
Germany” dalam Journal of Constitutional and Parliamentary Studies, Vol. XVII
No.1-2, January-June,1983,hal.5.



Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat meninggalkan manfaat baik

secara teoritis maupun praktis:

1.

Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis digunakan untuk memperluas ilmu
pengetahuan yang dapat memberikan sebuah ide pemikiran
secara kritis dalam wawasan ilmu pengetahuan khususnya
dalam ilmu hukum tatanegara yang membahas tentang
Perbandingan Constitutional Question di Jerman Dan Italia.
Kegunaan Praktis

Penelitian ini diperlukan agar bisa menjadi bahan
rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi mengenai

penerapan Constitutional Question.

Kerangka Teori

Kerangka teori yang dipakai pada penelitian ini adalah,

sebagai berikut:

1.

Teori Hirarki norma Hans Kelsem

Dalam pandangan Hans Kelsen tentang hierarki norma
hukum dan konsepnya tentang tingkat stdandar hukum, ia
memandang bahwa norma hukum harus diorganisasikan
secara hierarkis, norma yang lebih rendah harus bersumber
kepada norma yang lebih tinggi atau disebut juga sebagai teori
“Stufentheorie”. Hans Kelsen menakankan pentingnya
konstitusi dalam hierarki norma hukum. bagi Kelsen,

konstitusi adalah aturan yang fundamental yang menjadi
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landasan tertinggi bagi efektivitas seluruh sistem hukum.
konstitusi ini dianggap sebagai konstitusi materil atau
konstitusi substantif yang menetepkan prinsip-prinsip dan
nilai-nilai yang mendasari hukum suatu negara. Pendekatan
formal kelsen terhadap hukum dan penekanannya pada
konstitusi dalam arti materil merupakan ciri khas dalam
pemikiran hukumnya dan telah mempengaruhi banyak aspek
dalam kajian hukum dan teori hukum.

Teori “stufenbau des recht atau the hierarchy of
norms”’di perkenalkan Hans Kelsen diatas adalah sebagai
berikut:

a. Norma hukum lebih tinggi dalam hirarki, seperti
konstitusi merupakan dasar untuk norma lebih rendah.
Dalam arti, norma yang rendah harus selalu bersandar ke
norma yang lebih tinggi.

b. Peraturan yang lebih rendah yang berada dalam hirarki
harus sesuai dan konsisten pada peraturan lebih tinggi
terutama pada konstitusi. Hal ini adalah cara untuk
memastikan bahwa hukum lebih rendah harus selalu
sejalan pada hukum lebih tinggi.’

Terdapat dua jenis sistem norma dasar menurut Hans
Kelsen, sebagai berikut:

a. Sistem norma statis: Sistem ini menilai berdasarkan isi

atau materi muatan norma itu sendiri. Validitas norma

% Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul
Muttagien, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2006, hal 45.
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ditentukan oleh kualitas materi yang telah dibuktikan
secara langsung untuk menjamin keabsahannya. Dalam
hal ini, norma yang telah ditetapkan oleh konstitusi
dianggap sebagai norma tersebut.

b. Sistem norma dinamis: Dalam sistem ini, penekanan
utamanya adalah pada proses pembentukan norma.
Validitasnya tergantung pada apakah norma tersebut
dibentuk berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh
konstitusi hukum lebih tinggi. Kekhawatiran mengenai
norma yang menyimpang dari norma-norma telah
ditetapkan mungkin timbul akibat dari delegasi
kekuasaan yang berpindah wewenang dari satu lembaga
ke lembaga lainnya.

Dalam konsep sistem dinamis norma Yyang
dikembangkan oleh Hans Kelsen, tidak ada kepastian mutlak
norma lebih rendah selalu sama dengan norma lebih tinggi.
Sistem norma dinamis menunjukkan pentingnya hirarki dan
struktur kelembagaan dalam pembentukan dan penegakkan
norma hukum. Lembaga-lembaga negara yang mempunyai
kewenangan membuat undang-undang harus memelihara
efektivitasnya melalui hubungan kelembagaan yang sesuai
dengan hierarki yang telah ditetapkan dalam konstitusi.
Pengadilan memiliki peran kunci dalam membuat keputusan
akhir mengenai kasus-kasus hukum dan kemampuannya
untuk membuat keputusan yang menjadikan suatu kasus

sebagai kasus percobaan menunjukkan bahwa tidak
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berfungsinya sistem hukum. Norma hukum dapat ditolak atau

dibatalkan oleh pejabat yang berwenang jika ada alasan

tertentu. Pada sistem hukum, validitas suatu norma tidak

selalu mutlak, tetapi dapat direvisi atau dibatalkan sesuai

dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam konstitusi

atau hukum yang lebih tinggi. *°

Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil penelurusan literatur, banyak ditemukan

penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian ini baik itu

skripsi, tesis, jurnal dan penelitian non skripsi namun dengan

fokus yang berbeda. Berikut penelitian yang relevan terhadap

penelitian ini:
Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun), | Hasil penelitian Perbedaan dan
Judul Persamaan

I Dewa Gede | Penelitian ini | Penelitian ini
Palguna (2010) | menjelaskan bahwa | memiliki persamaan,
Constitutional jika  dibandingkan | sama-sama melakukan
Question:  Latar | dengan praktek di | perbandingan dengan
Belakang di | Jerman, terlihat | pendekatan

Negara lain Serta
Kemungkinannya
Penerapannya di
Indonesia

bahwa baik
bentuknya  berupa
pertanyaan maupun
struktur ideologi, inti
dari  Constitutional
Question adalah
amandemen undang-

perbandingan.
Perbedaannya terletak
pada topik  yang
dibahas.

1% Asshiddigie, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan
Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006, Hal.145
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undang.
Herbert Penelitian ini | Kesamaan pada
Hausmaninger mejelaskan  bahwa | penelitian ini yaitu
(tahun 2017) | konstitusi di | sama-sama
Judicial Review | pengadilan ~ dalam | menjelaskan hal
of Constitutional | perjalanan permasalah konstitusi.
Question in | perkembangannya Perbedaannya adalah
Austria, Germany | menghadapi hal | penelitian ini lebih
and Russia yang serupa dalam | fokus kepada apa yang
masalah dan | menjadi penyebab
berurusan  dengan | terjadinya pengajuan
mereka yang telah | Constitutional
mendapatkan Question. Sedangkan
manfaat dari satu | dalam penelitian ini
sama lain | lebih fokus kepada
pengalaman dan | perbandingan dan
kejadian. akibat hukum nya dari
pengadaan
Constitutional
Question di jerman
dan italia.
Hamdan Zoelva | Hasil penelitian | Persamaannya adalah
(2016) menjelaskan sama-sama membahas
Constitutional penempatan mengenai wewenang
Complaint  dan | pengaturan MK unutuk memutus
Constitutional wewenang untuk | Constitutional
Question dan | memutus Question.
Perlindungan Constitutional Perbedaannya dengan
Hak-Hak Question dan contoh | penelitian yang akan
Konstitusional praktik dibahas adalah objek
Warga Negara Constitutional negara nya.
Question di negara
Rusia
Leach  Garlicki | Penelitian ini | Persamaannya adalah
(2017) membahas  tentang | sama-sama membahas
Constitutional MK  di  negara | MK negara Jerman
Court versus | Jerman, ltalia dan | dan Italia.
Supreme Court Polandia. Perbedaannya adalah
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pada penelitian ini
lebih  fokus kepada
hubungan antara

pengadilan di Jerman,

Italia dan Polandia
sedangkan pada
penelitian ini  akan
lebih  fokus kepada

MK yang mengatur
tentang Constitutional
Question.

Xavier Nugraha,
Ave Maria Frisa
Katherine, Safira
Noor Ramadanty
dan Elma Putri
(2018)
Constitutional
Question :
Alternatif
Perlindungan
Hak
Konstitusional
Warga  Negara
Melalui Concrete
Review di
Indonesia.

Baru

Penelitian ini
mejelaskan tentang
asal pengaturan,
praktik

Constitutional
Question

Persamaannya  pada
penelitian ini adalah
sama-sama
menggunakan
pendekatan
perbandingan.
Perbedaannya terletak
di objek nya.

Pada penelitian ini akan mengembangkan temuan yang telah

dijelaskan dalam beberapa jurnal pada penelitian sebelumnya.

Hasil dari penelitian ini akan memiliki nilai tambah atau

kebaharuan

(novelty) yang belum ada dalam penelitian

sebelumnya. Hasil tersebut akan dijelaskan oleh peneliti dengan

cara yang berbeda, sehingga dapat memberikan wawasan baru




15

atau pemahaman yang lebih mendalam terkait topik penelitian

tersebut.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini memakai metode penelitian yuridis
karena mengkaji teks-teks hukum, prinsip-prinsip hukum,
asas dan doktrin hukum. Jenis penelitian ini memungkinkan
peneliti untuk merumuskan kesimpulan berdasarkan analisis
normatif yang dapat menjadi konstribusi penting dalam
pemahaman masalah mengenai perbandingan Constitutional
Question di Jerman dan Italia.™*
2. Pendekatan Penelitian
Pendeketan penelitian yang dipakai yaitu pendekatan
perundang-undangan, perbandingan, historis dan konseptual.
Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah
pendekatan yang melibatkan analisis undang-undang dan
peraturan yang ada kaitannya pada isu hukum yang diteliti.
Pada seluruh ketentuan hukum yang mengatur tentang
Constitutional Question akan dibandingkan. Pendekatan
perbandingan (comparative approach) merupakan pendekatan
untuk membandingkan undang-undang suatu negara pada

negara lainnya. Pendekatan perbandingan dapat dilakukan

1 Lihat, Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif,
Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.159,
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dengan membandingkan undang-undang di jerman dan italia
yang mengatur tentang Constitutional Question.*?
3. Sumber Bahan Hukum
Berikut bahan hukum yang digunakan dalam penelitian
ini:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer terdiri dari peraturan hukum,
dokumen resmi dan keputusan pengadilan yang
bersangkutan. Bahan hukum primer yang dipakai yaitu:
1) Grundgesetz — GG (Konstitusi Federal Jerman)
2) Constituzione della Republica Italiana (Konstitusi
Republik Italia)
3) Bundesverfassungsgerichtsgesets - BVerfGG
(undang-undang tentang Pengadilan Konstitusi
Federal Jerman)
4) Corte costituzionale Italiana (undang-undang Italia)
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang
menganalisis dan memahami lebih lanjut tentang bahan
hukum primer atau keputusan pengadilan. Seperti buku
hukum, artikel, jurnal, hasil penelitian dan lainnya.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.
Pengumpulan bahan hukum melibatkan berbagai

sumber yang didapat termasuk bentuk artikel ilmiah, buku,

12 pPeter Mahmud, Penelitan Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005,
hal.42-56.
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jurnal serta karya ilmiah. Dengan menggunakan berbagai
jenis sumber, peneliti melakukan beberapa langkah antara lain
dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan
sesuai permasalahan penelitian untuk memperoleh hasil yang
relevan dan tepat.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.

Teknik analis bahan hukum yang digunakan adalah
analisis preskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk
mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan

untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

H. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi yang menggunakan sistematika
yang sederhana dengan tujuan untuk menyajikan informasi secara
terstruktur dan terorganisir dengan menyusunnya menjadi lima
bab yang disempurnakan menjadi sub-bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, bagian pendahuluan berisi latar
belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian,
kajian relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistem
penelitian.

Bab Il: Landasan Teori, bab ini memuat landasan teori
terkait dengan teori-teori atau konsep-konsep yang terlibat dalam
pembahasan ini. Meliputi tinjauan pustaka yang terdiri atas
kerangka teori dan kajian yang relevan

Bab I11: Hasil penelitian, bab ini berfokus pada hasil akhir

dari penelitian yang akan menjadi kajian pokok yaitu
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menampilkan perbandingan Constitutional Question di negara
jerman dan italia.

Bab 1V: Pembahasan Penelitian, pada bab ini akan
menganalisis rumusan masalah kedua yaitu mengenai
perbandingan dampak hukum di negara jerman dan italia.

Bab V: Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang
berhubungan dengan rangkaian rumusan masalah, analisis dari
bab-bab sebelumnya dan memuat saran-saran oleh penulis dan

pihak-pihak terkait.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori dan indikator penelitian yang telah
dijabarkan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai
Constitutional Question yaitu meskipun kedua sistem memiliki
kelebihannya masing-masing, sistem Constitutional Question
Jerman cenderung dianggap lebih efektif dan lebih baik. Sistem
Jerman menawarkan proses yang lebih cepat, integrasi yang lebih
baik dengan sistem kontrol konstitusionalitas secara keseluruhan
dan pendekatan yang lebih proaktif dalam melindungi konstitusi.
Jerman juga memiliki Bundesverfassungsgericht yang dianggap
sebagai salah satu mahkamah konstitusi paling efektif di dunia

Tetapi, perlu diingat bahwa efektivitas sistem Constitutional
Question juga tergantung pada konteks hukum dan politik masing-
masing negara. Sistem yang berhasil di satu negara mungkin tidak
selalu dapat diterapkan secara langsung di negara lain tanpa

penyesuaian.

B. Saran
Mengadopsi mekanisme Constitutional Question pada suatu
negara bisa menjadi langkah penting dalam memperkuat
perlindungan konstitusional dan meningkatkan kualitas sistem
hukum. Namun, keputusan untuk mengadopsinya harus
mempertimbangkan konteks spesifik negara tersebut, termasuk

kebutuhan, kapasitas dan potensi dampaknya pada sistem yang

19
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sudah ada. Constitutional Question memungkinkan pengujian
konstitusionalitas hukum dalam konteks kasus konkret, sehingga
dapat melindungi hak-hak konstitusional warga negara secara
lebih efektif. Memungkinkan penyelesaian masalah konstitusional
pada tahap awal proses peradilan, menghindari potensi
ketidakadilan atau inefisiensi di kemudian hari. Membantu
menjaga konsistensi antara undang-undang dan konstitusi serta

meningkatkan koherensi sistem hukum secara keseluruhan.
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